
  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR “4 TAHUN 2095 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : aa. 

b. 

Mengingat ? 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Undang Nornar 32 Tzhur. 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan 

faktor-faktor tertentu dan berpndoman pada Peraturan 

Pemerintah, 

bahwa berdasarkan pe:timbargan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Orgarisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daeran: 

Undang: Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomar 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indcnesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Unaang-Undang Namor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Ncmor 59, Tambahan 

Lembaran Negura Republik Indonesia Ncrnor 3890): 

Undang-'Jndany Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yany Bersih dun Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisrne (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851): 

Undang-Undang Ncmor 38 Tahun 2000 tentang Pernbentukan 

Provinsi Gorontals (Lernbaian Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomer 4080): 

Undang Undarig Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun, 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269): 

Undang-Undarg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Inconesia Nomor 4389): 

Undang-Undarig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerirtahan 

Daerah (Iembaran Nagara Republik indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagainiana telah diubah dengar Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C05 Nomor 78, 

Tambanan Lembaran Negara Repuolik Indorissia Nomor 4493): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

laimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 4938): 
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8. Peraturan Pererntah Nomor 25 Tahun 2000, tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonom '/I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952): 

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2003, tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerati (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4262): 

Dengan Perse:ujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN BONE BOLANGO 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

ORSANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturari Dasrah ini yang dimaksud dengan : 

DO
 

Daerah adalah Daerah Otonaim Kabu»aten Bone Bolango. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupateri Bone Bolango. 

Dewan Perwakilan Rakyat Vasrah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakila- Rakyat Daerah sebagai Unsur 

ponyelerggara Pemerintahan Daurah Kabupaton Bone 

Bolango. 
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan piinsin Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Reptiblik Indonesia Tahun 

1945. 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

7. Kewenangan adalah rewenangan yang diserahkan ke 

Daerah menurut peraturan perurdang-undanyan. 

8. Badan adalati Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perericanaan 

Pembangunan Daerah Kabupateri Bone Bolango. 

BAB II 

KEDUDUKAN TJGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Badan merupakan ursur pendukung tugas Kepala Daerah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakar daerah yang spesifik yang 

dipimpin oleh seorang Kepala yang bsarada di bawah dan 

bertanggung javab kepada Kepala Daerah rne!alui Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 3 

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Dsierah — dalam 

penyelenggaraan Pemiarintahan Daerah di bidang Perericanaan 

Pembangunan. 

Pasal 4 

Untuk menyelenguarakan tiigas sevagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi : 

a. Perumusar kebijakar teknis sesuai dengan lingkup kerjanya, 

dan 

b. Pelayanan Psnunjang Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah. 
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BAB II! 

ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas : 

a. Kepala Badan: 

b. Bagian Tata IJsaha. 

c. Sidar:g Ekonomi: 

d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan: 

e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah: dan 

f.” Kelornpok Jabatan Fungsional. 

(2) Stiuktur Organisasi Badan Perencar,aan Pembangunan Daerah 

sebagaimana tercantum pada larapiran Peraturan Daerah ini . 

Pasal 6 

Bagian Tata Usana terdiri atas : 

a. Sub Bagian IJmum dan Kepegawaian: dan 

b. Sub Bagian Penyusunan Rerana, Eval:iasi dan Pelaporan. 

| Pasal 7 

Bidang Ekonoini terdiri atas 

a. Sub Bidang Perencanaar, Pertanian dan Pertambangan: dan 

b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Jasa. 

Fasai 8 

Bidang Sosial Bujaya, Penelitian Jari Peryembangan terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pengajian Sumber Daya Alari dan Lingkungan: dan 

b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Busaya dan Pengembangan 

Sistem Perencanaan. 

Pasal 9 

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah terdiri atas : 

a. Sub Bidang Perencanaan Sarana azn Prasarana: dan 

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasaa. 
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Pasal 10 

Penjabaran tugas Jan fungsi Badan, Bagian Tata Usana, Bidang - 

bidang, Sub-sun Sidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 11 

(1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil 

dalam kelornpok Jibatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jaocatan Fungsional mempunya! tugas melaksarakan 

tugas-tugas sesuai dengan 'eahlian dan kebutunan. 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senisr yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala badar. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional Gapat dibagi atas kelompok dan sub- 

sub kelompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah Jabatar. Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jsnis dan 

beban kerja. 

(4) Pembinaan teihadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan peraturar. perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Kelompok Jabatan 

fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisas. baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi sesuai tuyas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan 

bertanggung jawab kerada Kepala Baaan secara berjenjang. 

(3) Setiap pirnpinan satuan uryganisasi dalam lingkungan Badan 

berkewajibun memberikan petunjuk. bimbingan dan pengawasan 

pekerjaan unsur -insur pembantu pelaksana yang berada dalam 

lingkungan rerjanya. 

150



 



(4) Dalam melaksanakan tugasnya 3acan wajib menyelenggarakan 

koordinasi secara fungsionai dengan baik. 

Pasal 14 

(1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(2) Kepala Badan berkewajiban merriberikan petunjuk, membina dan 

membimbiriy serta mengawasi pekerjaan unsur - Unsur pembantu 

dan pelaksana dilingkungan Badan. 

BAB V 
AN 

— KEPEGAWAIAN 

Fasal 15 

(1) Kepala Badan diangkat dan dibernentikan oleh Kapala Daerah atas 

usul Sekretaris Daerah. 

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-uncangan yang berlaku. 

BAB VI 
ra 

PEMBIAYAAN 

Pasel 'S 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bcene Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, 

BAB V!I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah idi, Keputusan Bupati Bone 

Bolangu Norror 3 Tahur 2093 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
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Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 

Pasal 18 

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan 

Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 19 

“Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal 18 Juli 2005 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan menemipatkannya dalam Lerabaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolango 

Ditetapkan di Suwawa 

mpada tangyal 18 Juri 2005 

v Mjlear BONE BOLANGC 

28 3 Ha Rx IKAN 
- 3, . BONNY M.M. OINTU 

f NN “ “ha GAN ah 

Pa di Suwayya ae 

pad, tangga V 8 Juli 2005 
# AN : 8 

2 NG: Pp semasa RAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
ob s ' € # DA | 

ai 8 Sitaan AN 
NT 80 Kat 7 / ND at HAN | 1 

L4 

LEMBARAN | DAERAH KABUPATEN L ONE BOLANG OS TAHUN 2005 NSMSP 14 SERID 

An
 

t
)



 



ON 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 14 TAHUN 2004 

TENTANG 

' PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANG!JNAN DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

|. UMUM 

Bahwe sistem pemerintahan Necara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih citekankan pada prinsip-prinsip 

Demokrasi, peran serta inasyarakat pemerataar keadilan, serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekaragainan Daerah, saningga dalam menghadapi 

»erkembangan keadaan serta tantangan dan rersaingan jlobal, maka daerah dalam 

menyelenggarakan Otonumi Daerah harus didukur.y dengan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan 

pengaturan dan pembagian Siimber Daya dan Potensi yany ada. 

Bahwa berdasarkan kewena-igan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone &olango dalam membentuk Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsiir pelaksana otunomi daerah yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalain melaksanakan tugas penyelenggaraan 

Pemerintahan, adrriinistrasi, organisasi dan tata laksana. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemer.ntahan Daerah maxs susunan Organisasi perangkat 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Dacrah dengan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan berpedoman pada Peratuian Pemerintah, dan berdasarkan 

pertimbangan sebayaimana dirnaksud pada hal-hal! yang dielaborasi diatas, maka 

Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daeran ientang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 
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Il. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

1 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

10 

Cukup 

11 

Cukup 

12 

Cukup 

13 

Cukup 

14 

Cukup 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas.



-
 

 



Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup Jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas.
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#8 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

KEPALA BADAN | 
| 

Sa Nag TAN Pa. r Rex 1 

kelompokJabatan '! 
fungsional | | Bagian Tata Usaha | 

PI dkk en es 

2 | AN  PANOen rai pena RR 

Sa aan Uma | Puasa 
dan Kepagawalan " 

ba Nan |... pelaporan 

—— | | Bidang 53 
Bidang Ekonomi | senguKpergitan | Bidang Tata ruang | 

| | p b prasarana wilayah | 
——-———— rengambangan | Ba NS an rara 

C— CK ——— ——— 
Pa anna | — aa me 

aa & | aa an | | | Sub.Bidang perenc. 
Peran pe anan | Iran “| | Sarana & orasarana 

pertanbangan Io... Lingkungan | 0 

“— Sub.Bidang — | Sub. Bidang perenc perenc ea — 
Perencanaan.Industri : Sosbuc & pengemb Pn 

BL... &asa | sistem perericanaan Bin : 

p Pj, B!JPATI BONE BOLANGO 
v 

2 . 

. pu - 1 

Ne : 

Si NW LAN 
SBONNY M. M OINTU 
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